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PENDAHULUAN

A.

B.

Dasar Hukum

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), sebagaimana diubah
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3,
diatur bahwa DPR RI memilki 3 (tiga) fungsi, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi
Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut,
dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kunjungan kerja, baik di dalam
maupun ke luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU MD3.

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI ke
PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, dalam
rangka peninjauan ketersediaan dan distribusi BBM di TBBM Provinsi Jawa
Timur didasarkan pada aturan pada Undang-Undang tersebut. Selain itu,
pelaksanaan kunjungan ini juga didasarkan pada Keputusan Pimpinan DPR RI
tentang Penugasan Anggota Komisi | s.d. XI DPR RI untuk melakukan
Kunjungan Kerja pada Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2022 — 2023, dan
Keputusan Rapat Internal Komisi VI DPR RI mengenai Sasaran dan Objek
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI dalam Masa Persidangan Ill Tahun Sidang
2022 - 2023.

Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI
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NO. ANGG. NA MA KETERANGAN

A-33 FAISOL RIZA, S.S. PIMP / F-PKB

A-318 M. SARMUJI, S.E., M.Si. PIMP. / F-PGOLKAR

A-209 SONNY T. DANAPARAMITA F.PDIP

A-232 | NYOMAN PARTA, S.H. F.PDIP

A-251 Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A. F.PDIP

A-311 DONI AKBAR, S.E. F.PG

A-302 NUSRON WAHID FPG

A-290 BUDHY SETIAWAN F.PG
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A-94 MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA. F.GERINDRA
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A-115 KHILMI F.GERINDRA
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A-374 H. SUBARDI, S.H., M.H. F.NASDEM
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A-36 Ir. H. M. NASIM KHAN F.PKB




13. | A-40 H. ALl AHMAD F.PKB

14. | A-447 AMIN AK, M.M. F.PKS

15. | A-485 Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. F.PAN

16. | A-493 EKO HENDRO PURNOMO, S. Sos. F.PAN

II. INFORMASI DAN TEMUAN KUNJUNGAN KERJA

Peta Pola Supply LPG Nasional I; PERTAMINA

Infrastructure Details
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Mangss - ’ S * 2 Terminal LPG Refrigerated
* 4 Floating Storage LPG
* 5 Refinery unit
Vi
Vessel 4 Kapal VLGC
9 Kapal Midsize, 24 Kapal Small Size
@  TLPG/SPEK Eksisting = Supply Main Depot/Floating Storage Filli!ng * 703 stations operated (PSO & NPSO)
- i Station ¢ Capacity >21,400 MT/day
ilang/KKKS —3 Supply Import
dow. Lokasi floating storage = Supply Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) skidtank ¢ >1634 unit

4973 agen PSO, 233.011 pangkalan 3kg

.
Dictributare

Permasalahan distribusi elpiji merupakan masalah klasik yang selalu timbul setiap
tahun. Adanya penyimpangan distribusi elpiji yang tidak tepat sasaran dianggap sebagai
salah satu penyebab munculnya masalah kelangkaan. Upaya penyelesaian terus
dilakukan namun belum mampu mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
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Sesuai peraturan perundang-undangan, pengguna Elpiji 3 Kilogram berdasarkan
Pasal 1 butir 5 Pepres Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan
Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram adalah rumah tangga dan usaha
mikro. Adapun, kelompok rumah tangga yang dimaksud yakni konsumen yang
mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam
lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas. Sementara untuk usaha mikro
yakni konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas
penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan

tidak mempunyai kompor gas.
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Pelaksanaan Distribusi LPG Subsidi Tepat Sasaran
Konsumen Pengguna LPG 3 Kg Berdasarkan Perpres 104/2007 & 38/2019

(3
) L .
— e
Keluarga yang terdaftar sebagai »  Usaha dengan omzet <300juta per *  Nelayan  yang menmiliki kapal *  Petani kecil dengan plot tanah <
Penduduk (pada saat konversi, semua tahun dan dimiliki perorangan, penangkap ikan kecil < 5 GT dengan 0,5 hektar atau 2 hektar untuk
keluarga dapat sebagai pengganti terdaftar legal di Pemda setempat. motor  tempel/mesin internal  yang petani fransmigran)
kompor Minyak Tanah) beroperasi setiap hari dengan output *  Menggunakan pompa air dengan
57 juta KK penerima paket konversi ‘]"]’;"5;3”:’ Rl :""'P‘;'B""Y" <6SHP i
termasuk UM E nelayan kecil penerima paket 5 .4, ] petani penerima paket
onversi

* Dibutuhkan adanya pembaharuan peraturan terkait kriteria detail rumah tangga dan usaha
mikro yang berhak menggunakan LPG 3 Kg (masih menggunakan Perpres No. 104 Tahun 2007)
* Dibutuhkan data masyarakat yang berhak menerima LPG PSO yang sudah terverfikasi oleh

K ian terkait (K ko PMK atau Kemensos) e
* Dibutuhkan sistem untuk dapat mengidentifikasi konsumen pengguna LPG 3 Kg yang berhak @ @

menerima LPG PSO tersebut.




Gas elpiji 3 Kilogram yang diperuntukan untuk kelompok miskin hingga hari ini masih
banyak digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Selain disebabkan oleh
penurunan kondisi ekonomi global, defisit neraca perdagangan nasional juga disebabkan
oleh beberapa kendala teknis internal antara lain rendahnya daya saing produk nasional
(berdampak pada rendahnya ekspor nasional), sumber daya manusia dan penguasaan

teknologi yang belum memadai, serta beberapa hambatan teknis terkait isu tarif.

Rencana Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran

1. Menteri ESDM melalui Surat No. T-170/MG.05/MEM.M /2022 telah menugaskan
PT Pertamina (Persero) untuk mulai melakukan pendaftaran konsumen pengguna
LPG 3 Kg di tahun 2022. SUBSIDI

2. Dibutuhkan pembaharuan peraturan untuk mendetailkan kriteria konsumen
pengguna LPG 3 Kg.

3. Dibutuhkan sistem pencatatan transaksi pembelian LPG 3 Kg oleh konsumen secara
digital.

4. Pertamina telah mengembangkan sistem untuk melakukan pencatatan transaksi LPG 3 Kg sekaligus melakukan pendaftaran
konsumen pengguna LPG 3 Kg dengan cara mencocokan NIK KTP konsumen dengan data Percepatan Pensasaran
Penghapusan Kemiskninan Ekstrem (P3KE) yang telah diserahkan Kemenko PMK ke PT Pertamina Patra Niaga.

Rumah Tangga 1. Backdoor registration Data P3KE Desil 1 —7 [0 Pencocokan NIK Konsumen LPG 3 Kg
(estimasi total sebesar £ 47 Juta KK = 170 juta orang)
2. Registrasi On Demand NIK/KK yang belum terdapat pada Data P3KE Desil 1 — 7 (estimasi total
sebesar * 19 juta KK = 50 juta orang)
Usaha Mikro Registrasi On Demand Waijib upload Surat Rekomendasi diterbitkan Pemda setempat
(Kelurahan)
Nelayan Sasaran Backdoor Registration Data Paket pembagian Nelayan Sasaran

(115.859 Nelayan)

Petani Sasaran Backdoor Registration Data Paket pembagian Petani Sasaran
(44.448 Petani)

Pada sisi distribusi terkendala pada terlambatnya regulasi distribusi elpiji dari pihak
terkait, persyaratan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi elpiji tidak sesuai
sehingga menimbulkan kelangkaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pertamina
harus bergerak cepat mengatasi permasalahan klasik tersebut, mulai dari SPBE,
pangkalan dan agen gas harus dilakukan pengawasan secara ketat dan berkala sehingga

penyaluran distribusi elpiji sesuai regulasi dan tepat sasaran.

Journey Transaksi Pembelian LPG dengan penerapan Subsidi Tepat LPG 3 Kg -
&~ PERTAMINA
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Transformasi Sistem Distribusi LPG Subsidi Dan Non Subsidi Yang Diperlukan
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* Sebagai informasi dengan meningkatnya Crude Price Aramco pada tahun 2022, disparitas Harga LPG PSO dan Non-PSO semakin
jauh, saat ini mencapai Rp 13.500 /kg yang mengakibatkan menurunnya Penjualan NPSO RT secara signifikan pada tahun 2022.

*  Belum adanya kriteria detail rumah tangga dan usaha mikro yang berhak menggunakan LPG 3 Kg karena masih menggunakan
Peraturan Presdien No.104 Tahun 2007, dibutuhkan penegasan dari Pemerintah terkait Kriteria pengguna Elpiji Subsidi.

*  Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg maupun Margin Agen pada Titik Serah Agen belum
pernah berubah, namun dikarenakan adanya perubahan biaya operasional yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi
(misalkan faktor inflasi) sehingga diperlukan penambahan biaya yang dibebankan ke konsumen akhir dalam HET yang ditetapkan
Pemerintah Daerah.

* Dibutuhkan data masyarakat yang berhak menerima LPG PSO dan sistem untuk dapat mengidentifikasi konsumen pengguna LPG 3 Kg
yang berhak menerima LPG PSO tersebut.

* Dibutuhkan penyesuaian Harga Jual Eceran (HIE) LPG Tabung 3 Kg untuk mengantisipasi besarnya disparitas harga dengan LPG Non

PSO saat ini.
Support yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Subsidi Tepat LPG 3 kg I‘ PERTAMINA

Kordinasi dengan stakeholder Pemerintah di tingkat pusat, antara lain:

1. Dirjen Migas — Kementrian ESDM, terkait review mengenai regulasi dan tata niaga LPG 3
Subsidi Tepat Kg eksisting menyesuaiakan dengan implementasi subsidi tepat

Regulasi

2. Kemenko PMK — Tim TNP2K, terkait regulasi dan fleksibilitas dalam penggunaan data P3KE

1. Kordinasi dengan stakeholder pemerintah daerah terkait adanya perubahan kebijakan
penyaluran LPG bersubsidi

SLUEUELUl 2. Sosialisasi ke Pangkalan dan konsumen pengguna LPG 3kg, baik melalui mekanisme sosialisasi

Sosialisasi tata cara transaksi di pangkalan maupun penggunaan media massa

Stakeholder . .
3. Sosialisasi ke apparat penegak hukum untuk membantu kegiatan pengawasan peredaran

barang bersubsidi

1. Dukungan infrastruktur IT yang mendukung operasional pada proses verifikasi dan pencatatan

Dukungan transaksi di pangkalan.
Operasional &

peamema B 2. Dukungan tim TNP2K dalam proses verifikasi pendaftaran data konsumen di luar desil 1-7




Koordinasi, Koloborasi Dan Sinergisitas Dengan Kementerian Dan Pemda I‘ PERTAMINA

Pembentukan tim khusus terkait distribusi LPG Tepat Sasaran dengan melibatkan
Kementerian ESDM, Gubernur/Walikota/Bupati, dan dinas terkait (Disperindag,
Dinas EDSM, Bagian Ekonomi)
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CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada jajaran Direksi PT Pertamina Patra

Niaga saat pelaksanaan kunjungan kerja Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR RI

ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra. Catatan tersebut

antara lain adalah sebagai berikut:

Pertamina Patra Niaga mengklasifikasikan beberapa pihak yang
diperbolehkan membeli elpiji tiga kilogram. Mulai dari kelas rumah
tangga, usaha mikro, petani, hingga nelayan.

Untuk kelas rumah tangga dan usaha mikro, saat ini belum ada aturan
konkrit yang mengaturnya.

Untuk kelas nelayan, yang diperbolehkan membeli elpiji tiga kilogram
adalah mereka yang memiliki kapal penangkap ikan kecil dengan
kapasitas tonase kotor setara atau di bawah 5 GT.

Untuk petani, yang diperbolehkan adalah petani kecil dengan plot tanah
setara atau di bawah 0,5 hektar.

Pertamina harus terus melakukan pemutakhiran data penerima elpiji tiga
kilogram bersubsidi.

Pertamina sebaiknya terus mengawasi pendistribusian gas elpiji
bersubsidi tersebut, agar tidak ada oknum-oknum yang melakukan
penyelewengan.

Melalui Pertamina Patra Niaga, Pertamina harus terus melakukan

pendataan mandiri.



e Ditemukan Dermaga Pertamina Patra Niaga Surabaya dalam kondisi
rusak. Dermaga tersebut diduga rusak karena pembangunan dermaga

sebuah perusahaan swasta.

Dari berbagai data dan informasi, serta catatan yang diperoleh pada saat
pelaksanaan kunjungan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Komisi
VI DPR RI, antara lain:

1. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk terus melakukan
pemutakhiran data penerima elpiji tiga kilogram bersubsidi, agar elpiji tersebut
bisa diperoleh orang yang benar-benar membutuhkan.

2. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengawasi
pendistribusian gas elpiji bersubsidi, agar tidak ada oknum-oknum yang
melakukan penyelewengan.

3. Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) agar melakukan
pendataan yang berdasarkan pada daerah teritorial lokal hingga ke desa-desa.

4. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN dan Pelindo untuk sama-
sama memikirkan penyelesaian Dermaga Pertamina Patra Niaga Surabaya
yang dirusak karena pembangunan dermaga sebuah perusahaan swasta di

sekitar lokasi.

IV. DOKUMENTASI KEGIATAN
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V. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panja Distribusi Elpiji Komisi VI DPR
RI ke PT Pertamina Patra Niaga Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, dalam
rangka peninjauan ketersediaan dan distribusi BBM di TBBM Provinsi Jawa Timur,
pada masa Persidangan Ill Tahun Sidang 2022 - 2023. Kami mengharapkan
berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi

bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Surabaya, 10 Februari 2023
Ketua Tim Kunker Panja Distribusi Elpiji
Komisi VI DPR RI

Ke Provinsi Jawa Timur
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M. SARMUJI, SE, M.Si
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